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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada

tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut

di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, sebagai

Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh
Harian Lepas, tempat kediaman di kabupaten Bangka Barat, sebagai

Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah membaca laporan mediasi;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember

2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register

perkara Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-
hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah

di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan
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Jebus, pada tanggal 20 Oktober 1993, sebagaimana tercantum dalam

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0151/011/1X/1993, tanggal 07 Desember
2021;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat

berstatus Perjaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul
bersama di kediaman bersama beralamat di Desa Pebuar selama kurang
lebih 12 (dua belas) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di
kediaman bersama beralamat di Desa Semulut selama kurang lebih 16
(enam belas) tahun, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah

bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung

bernama :

a. Anak 1, laki-laki, umur 27 tahun;

b. Anak 2, laki-laki, umur 24 tahun;

C. Anak 3, laki-laki, umur 13 tahun;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam

keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2021,
ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu
antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang penyebabnya adalah:

a. Tergugat dan Penggugat sering bertengkaran masalah ekonomi;

b. Tergugat sering mengungkit terkait makanan;

c. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengancam ingin

melempar Penggugat menggunakan parang;

d. Tergugat sering melontarkan perkataan kasar kepada Penggugat;

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi

pada bulan Agustus tahun 2021 yang disebabkan oleh pertengkaran dan
perselisihan secara terus-menerus dikarenakan Tergugat cemburu dengan

Tetangga Penggugat dan Tergugat yang sering meminta tolong kepada

Hlm 2 dari 20 him. Putusan No. 438/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat untuk memasakkan bahan makanan yang diberikan tetangga

Penggugat dan Tergugat tersebut untuk dimakan bersama. Akibat dari
pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang
pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dikarenakan
diusir Tergugat;

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling
mempedulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan
batin kepada Penggugat;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut
mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada
kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina
rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmabh;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak
keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap
Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya
Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan
Tergugat;

11. Bahwa selama menikah Tergugat dan Penggugat sudah pernah melakukan
perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat uraikan tersebut di atas,
maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq Majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa,
mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (ati binti Anwar);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;
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Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat

datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat di dalam persidangan, namun tidak berhasil dan juga upaya
perdamaian telah ditempuh di luar persidangan melalui proses mediasi oleh
Hakim Mediator bernama Hermanto, S.H.l.,, yang berdasarkan laporan hasil
mediasi tertanggal 20 Desember 2021 menerangkan bahwa proses mediasi

yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isi
dari gugatan Penggugat tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan

atau tambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan

jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah mengerti maksud dari gugatan Penggugat;

- Bahwa tidak sejak Tergugat diusir oleh Penggugat, Tergugat pergi dari
semulut dan sekarang Tergugat tinggal dirumah anak Pengugat dan

Tergugat di Pebuar;

- Bahwa benar, hanya saja alamat Tergugat tidak lagi di Desa Semulut

seperti yang Tergugat jelaskan diatas tadi;

- Bahwa benar posita angka satu sampai dengan angka empat gugatan

Penggugat;

- Bahwa posita lima dan enam tidak benar, memang ada ketidak
harmonisan tetapi penyebabnya tidak benar, Tergugat selalu memberi
uang belanja kepada Penggugat dengan semampu Tergugat dan juga
Tergugat tidak pernah mengungkit- ungkit apa yang telah saksi berikan
kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah mengancam

Penggugat ingin melempar Penggugat dengan parang;
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- Bahwa bagaimana tidak cemburu kalau Penggugat memasakkan

tetangga yang istrinya sendiri diusirnya sedangkan dia minta masak
dengan isteri Tergugat untuk dimakan bersama- sama, jelas Tergugat

marah dan merasa cemburu;

- Bahwa tidak benar, yang benar Tergugat yang pergi meningalkan

kediaman bersama karena diusir olehPenggugat;

- Bahwa Terguagt tidak mau bercerai dan tetap ingin mempertahan rumah

tangga dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara

lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat sudah mengerti maksud jawaban Tergugat;

- Bahwa terguga tidak mau mengakuinya saja Pak Hakim, semua yang
saksi ungkapkan didalam gugatan Penggugat itu benar itulah
kenyataannya karena itulah Penggugat tidak tahan lagi dengan Tergugat
dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga ini Penggugat sudah

cukup menahannya selama ini;

- Bahwa Penggugat memang sering memasak untuk Pak De tetapi hanya
sebatas memasakkan saja tidak lebih dan antara Penggugat dengan pak

de ttdak ada hubungan apa- apa;

- Bahwa Penggugat tidak tahan lagi dan tatap mau bercerai dengan
Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara
lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat, dan Tergugat tetap
keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang sama
Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan

bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat
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Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Jebus, Nomor

0151/011/IX/1993 Tanggal 07 Desember 2021, bukti surat tersebut telah

diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk
melihat dan memeriksa bukt-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan

Tergugat menerima, membenarkan dan mengakui alat bukti tersebut;
2. Bukti Saksi

Saksi 1, Saksi 1, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri,

- Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah sebagai

perjaka dan perawan;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Oktober 1993
di KUA Kecamatan Jebus;

- Bahwa Dirumah kediaman bersama di desa Pebuar selama kurang lebih
12 ahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Kediaman
bersama beralamat di desa Semulut kurang lebih 16 tahun, sampai
Penggugat dengan Tergugat berpisabh;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunya 3 (tiga)

anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan
rukun dan harmonis. Namun saat ini rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran secara terus menerus;
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- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak April

tahun 2021;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

disebabkan masalah ekonomi, sering mengungkit terkait makanan dan

juga sering mengancam ingin melempar Penggugat dengan parang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak
Agustus tahun 2021,

- Bahwa vyang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
adalahTergugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling

memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani
kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat

dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, Saksi 2, usaksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat adalah

suami Penggugat;

- Bahwa pada saat mereka melangsungkan pernikahan, Penggugat

berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;

- Bahwa dirumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di desa
Pebuar kurang lebih 12 tahun, kemudian terakhir tinggal dirumah
kediaman bersama di desa Semulut kurang lebih 16 tahun sampai

Penggugat dan Tergugat berpisah;

- Bahwa .Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) anak.
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- Bahwa awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

berjalan baik dan tetapi sekarang . kehidupan rumah tangga mereka tidak
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

terus menerus;

- Bahwa saksi mengetahui mereka sering berselisih dan bertengkar terus
menerus karena saksi ada melihat dan mendengar langsung mereka

berselisih dan bertengkar dan juga cerita dari Penggugat;

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal
tahun 2021;

- Bahwa penyebabnya sering terjadi perselisihan dikarenakan ekonomi, dan
Tergugat sering mengancam, kasar dan mengungkit -ngungkit makanan

yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat.

- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada
bulan Agustus 2021;

- Bahwa sama disamping Tergugat sering mengunkit makanan dan uang
belanja yang diberikan dan juga Tergugat ada cemburu sama Tetangga

dekat rumah yang sering menyuruh Penggugat memasak makanan;

- Bahwa semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah

berpisah rumah sampai sekarang,
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, mereka sudah

tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak
pernah berusaha mengajak Penggugat untuk hidup rukun dan harmonis

kembali dalam membina rumah tangga;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah sering kali merukunkan
Penggugat dan Tergugat agar mereka rukun dan harmonis kembali dalam

membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;
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Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan

tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil Tergugat dalam jawaban dan dupliknya,
Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Tergugat untuk mengajukan bukti-
bukti bantahannya. Namun atas kesempatan yang diberikan tersebut, Tergugat
menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan pada

alat bukti Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada

pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putus;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya tetap pada jawaban Tergugat yang keberatan untuk bercerai dengan

Penggugat;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang
tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan

dengan putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok
perkara maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan

tentang wewenang Pengadilan dan legal standing para pihak dalam perkara ini;

Pertimbangan Kewenangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum
Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena
itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
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= Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili, serta

memutus perkara ini;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan
perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di KUA Kecamatan Jebus dengan
alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin
lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f)
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka
Penggugat memiliki kedudukan hukum (legitima persona standi in judicio) untuk

mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim tetap
berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar
hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat,

akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil,

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses
mediasi dengan mediator bernama Hermanto, S.H.l., namun berdasarkan
laporan mediator tanggal 20 Desember 2021 bahwa mediasi tidak berhasil
mencapai kesepakatan untuk berdamai, dengan demikian dalam pemeriksaaan
perkara a quo telah memenuhi ketentuan pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan
pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat

mengajukan jawaban secara lisan dilanjutkan dengan replik Penggugat dan
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duplik Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, yang pada pokoknya

Tergugat membenarkan sebagian dalil Penggugat dan membantah sebagian

lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui
secara murni oleh Tergugat di dalam persidangan, maka terhadap yang
diakuinya telah menjadi bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh
Penggugat menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg, namun perkara a quo adalah
perkara perceraian yang secara khusus telah diatur (lex specialis derogat legi
generalis) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat
dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata dan ketentuan
Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Majelis
Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari
pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun
Tergugat, oleh karenanya kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-

dalil gugatannya;

Pertimbangan Penilaian Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat,
terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti
(P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup,
dinazzegel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya
bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020
tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P) memiliki hubungan dengan
pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat
terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti,

dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat

Hlm 11 dari 20 him. Putusan No. 438/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(bindende), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat

perkawinan yang sabh;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P) juga
mengajukan dua orang saksi, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, terhadap kedua saksi
Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga
tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi
tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara
bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175
R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang
materil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat yang saling
berkesesuian dan mendukung dalil-dalii Penggugat dapat diklasifikasikan

sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah

dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan

dan pertengkaran setidak-tidaknya sejak bulan April 2021;

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan
masalah ekonomi, Tergugat sering mengungkit terkait makanan dan

Tergugat juga sering mengancam Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak bulan Agustus 2021;

- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling
memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani

kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

Hlm 12 dari 20 him. Putusan No. 438/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan

Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling
bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi
sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai
nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut bagi hakim di

dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang
mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti

yang sah, yang memenuhi daya bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak,
maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-

masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;

Menimbang bahwa sebagaimana jawaban Tergugat atas gugatan cerai
diatas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Tergugat dan sebagian dalil

dibantah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa dalil yang dibenarkan Tergugat adalah tentang status
hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan setelah menikah
tinggal bersama dirumah dan dikaruniai tiga orang anak, dalil ini juga sesuai dan
didukung oleh alat bukti tertulis Penggugat (P) dan keterangan dua orang saksi
Penggugat sebagaimana pertimbangan penilaian pembuktian di atas. Sehingga,
Majelis Hakim menilai dalil-dalil tersebut telah terbukti dan dapat dijadikan
pertimbangan fakta hukum;

Menimbang bahwa dalil yang dibantah/tidak dibenarkan adalah tentang

waktu awal mula terjadi pertengkaran perselisihan antara Penggugat dan
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Tergugat dan alasan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,

Menimbang bahwa terhadap dalil yang dibantah Tergugat tersebut,
Penggugat dapat mengajukan alat bukti yang menguatkan sebagian dalil
gugatannya yang dibantah oleh Tergugat yaitu berupa alat bukti dua orang saksi,
sedangkan Tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti yang dapat mendukung
dalil jawabannya,;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut,
maka Majelis Hakim menilai antara dalil gugatan Penggugat yang dibantah
Tergugat, maka yang dianggap benar adalah dalil gugatan Penggugat yaitu
terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus setidak-tidaknya sejak bulan April
2021 yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sering mengungkit terkait
makanan dan Tergugat juga sering mengancam Penggugat, akibatnya sejak
bulan Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama
pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak terjalin hubungan yang baik layaknya
suami isteri, sudah tidak saling memperdulikan dan sudah sulit untuk dirukunkan
kembali. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan
Penggugat tersebut telah terbukti dan dapat dijadikan pertimbangan fakta
hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat berikut repliknya
yang diperkuat bukti-bukti Penggugat demikian juga atas jawaban Tergugat

berikut dupliknya, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang
menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama
Kecamatan Jebus, pada tanggal 20 Oktober 1993 (bukti P dan
Pengakuan Tergugat);

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

dan dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

dan harmonis, namun setidak-tidaknya sejak bulan April 2021 antara
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Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

menerus yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sering mengungkit
terkait makanan dan Tergugat juga sering mengancam Penggugat

(Keterangan dua orang Saksi Penggugat);

- Bahwa sejak bulan Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal (keterangan Kedua Saksi Penggugat dan

pengakuan Tergugat);

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan
Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak saling menjalankan
kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri (keterangan kedua

Saksi Penggugat);

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan

Tergugat, namun tidak berhasil (keterangan kedua Saksi Penggugat);

Pertimbangan Patut Tidaknya dikabulkan Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis
hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis
diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim

dalam menyimpulkan patut atau tidaknya gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan di persidangan bahwa
Tergugat tidak akan bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan
kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat, yang demikian Majelis Hakim
nilai sebagai bentuk iktikad baik Tergugat mempertahankan kehidupan rumah

tangga Penggugat dan Tergugat, in casu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir

bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri
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‘) dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan juga

digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

Led] 5% g Lsgll S kil ¢ 5 o8 5 15 s)uul; 103
USJS_EJJ ﬁ}nJg_x Jy JJ.) u\.9 ul do>79 o.)g.o J.£73

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, d/Clptakan-Nya dari
jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan
ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling
mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang
demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang
yang berfikir'.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat
diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara
seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur
tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya
perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga

yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk disatukan
kembali meskipun dalam perkara in casu Tergugat berketetapan hati untuk
mempertahankan rumah tangganya, namun di lain sisi Penggugat tidak sanggup
lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka hal demikian akan
mendatangkan rasa tidak aman, mudharat (bahaya) bagi Penggugat dan
Tergugat, karena terjadi ketidakseimbangan dalam rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat untuk saling memberi, saling menerima dan saling
mencurahkan kasih sayang. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari
mudharat wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya, sebagaimana
kaidah figh yang berbunyi:

tlao)l > Gl pario auwlioll )5
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Artinya: Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil

mashlahatnya.

Menimbang, bahwa pentingnya keseimbangan suami isteri dalam berumah
tangga telah digambarkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam Surah Al-
Baqarah Ayat 187, sebagai berikut;
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Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan
isteri-isteri kamu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah
pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat
menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi
maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa
yang telah ditetapkan Allah untukmu dan makan minumlah hingga
terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian
sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah
kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri’tikaf dalam mesjid. Itulah
larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah
menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka
bertakwa.” (QS. Al-Bagarah, Ayat 187)

Menimbang, bahwa perumpamaan suami isteri sebagai pakaian dalam
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ayat tersebut memberi arti pentingnya pakaian dalam kehidupan, digunakan
sebagai pelindung tubuh, pakaian berperan sebagai alat untuk memberi
kehangatan, pakaian sebagai media untuk memperindah diri, serta pakaian
sebagai penutup rahasia dan kekurangan seseorang, hal ini tidak lagi dirasakan

oleh Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi rumah tangga,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keinginan salah
satu dari pihak Tergugat untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga,
tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi dikabulkannya keinginan salah

satu pihak untuk bercerai, karena pada prinsipnya dapat atau tidak
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dikabulkannya suatu gugatan cerai bukan berdasarkan dari keberatan salah satu

pihak terhadap perceraian tersebut tetapi berdasarkan pada terbukti atau
tidaknya sebuah gugatan perceraian yang menunjukkan bahwa sebuah rumah
tangga telah pecah dan tidak dapat terselamatkan lagi sebagaimana ketentuan
dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990
tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah
menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah

tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan
mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam

dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:
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Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada
suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya
kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang
dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis.
Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat
menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu
bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119

Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai

sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;
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Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku

yang berhubungan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat)
terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Mentok pada hari Jum’at tanggal 31 Desember 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Muhamad Syarif, S.H.I.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.l dan M. Refi Malikul Adil,
S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada
hari Senin tanggal 01 Januari 2022 bertepatan tanggal 29 Jumadil Awwal 1443
Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Yuhartini, S.H. sebagai Panitera,
dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Nailasara Hasniyati, S.H.I Muhamad Syarif, S.H.l., M.H.
Hakim Anggota,
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M. Refi Malikul Adil, S.H.
Panitera,

Dra. Yuhartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 80.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 380.000,00
4. Bi : 20.000,00
aya PNBP Rp.

4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

5. Biaya Redaksi . Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)
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